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DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
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HECEATAN BT ATAR MIASYARAKAT (PERMY

NOMOR :; i,f-1 4551 5: :'f-

‘Diberikan kepada
Nama Lembaga : PKBM Mitra Buruh Nusantara (MBUN)
Alamat : JI. Tipar Cakung No.1 Komp. Masjid AL-A'RAAF

Kel. Sukapura

Kec. Cilincing Jakarta Utara
Jenis Pendidikan : 1. Pendidikan Kesetaraan

2. Keaksaraan Fungsional

3. Ketrampilan

4, -

5 -
Pimpinan : Suparno Al Slamet, S.Pd

Dengan memperhatikan syarat — syarat yang telah ditetapkan di atas, izin
penyelenggaraan tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 27 Desember 2010
sampai dengan 27 Desember 2013.

Ditetapkan di Jakarta
padatanggal 27 ©- 010
KEPALA DINAS PENDIDIKAN

2 PROVINSI DKI JAKARTA

Dr. H. TAUFIK YUDI MULYANTO, M.Pd
NIP 196111091987031005
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DINAS FENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Jakarta, 26 Juli 2016

Kepada
Yth. 1. Para Fimpinan  Yayasan
Penyelengagara Pendidikan
Fara Pimpinan Lembaga
Fendidikan Negeri dan Swasta

e

i
Jakarta
SURAT EDARAN
MOMOR: TV [8=f2018
TENTAMNG

PENERBITAN IZIN PRINSIP DAN 1ZIN OPERASIONAL
LEMBAGA PENDIDIKAN

Merujuk pada Peraturan Menter Pendidikan dan Kecbudayaan Nomor 38 Tahun

2014, Peraturan Gubemur Nomor 105 Tahun 2012 dan Peraturan Guberiur Momor 7
Tahun 2016, dengan ini saya minta perhatian Saudara hal-hal sebagai berikus :

i

lzin Prinsip lembaga pendidikan yang telah dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan
atal Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPTGP), segera ditindaklanjuti dengan
pengurusan lzin Operasional ke BFTSP selambat-lambatnva 2 tahun sejax diterbitkan.

lzin Operasional lembaga pendidikan yang telah dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan
dan atau Badan Palayanan Terpadu Satu Pirtu tetap herlaku sepanjang lembaga
nendidikan dima<sud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan nama, alamat,
dan status lembaga, sehingga lembaga pendidikan dimaksud tidak perlu mengurus
perpanjangan izin cperasional.

lzin operasional serbagaimana dimaksud pada angka 2 dapat dicabut sewakiu-wak:u
manakala lembaga pendidikan tidak memesnuhi ketentuan penyelenggaraan pendidikan
sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Seluruh lembaga pendidikan diminta segera melaporkan kondisi sekolah dengan
menggunakan format terlampir, sebagal bahan masukan pada peninjauan kembali
FPeraturan Daerah Momor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan
Peraturan Zonasi, format isian dimaksud dikirimkan ke Dinas Pendidikan up. Bidang
Persskelahan dan Bidang PAUDNI paling lamkat tanggal 13 Agustus 20186.

Khusus permohonan [zin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (FAUD) atau
Satuan Maud Sejenis yang berada di zona perumahan yang bersifat non profit/non
komersil serfa bukan diselenggarakan oleh lembaga berbadan hukum, pemehon harus
melampirkan ;
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a. F-‘emya‘t_aan persetujuan (di atas meterai) dari pemilik tanah dan bangunan; dan
b. Persetujuan tetangga disekitarnya sebagai pengganti UUG.

B. ;"-'Ie-mslmfaatan fasilitas sekolah negezri oleh yayasan sekolah swasta hanya dapat
diberikan dengan adanya perjanjlan kerjasama antara yayasan dengan Pemerintah

Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi DK| Jakarta.

7. Khusus satuan pendidikan SMEK yang telah memiliki izin operasional dan terakreditasi
dapal mengembangkan/menambah kompetensi keahlian baru sesuai hasil analisis

untutan masyarakat, dunia usaha, dunia industri, sctelah mendapatkan izin dari Dinas
Pendidikan Provinsi DK Jakarta,

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya

scria penuh tanggung javab.

“Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Daerah Khustis [bukota Jakarta,

" ) S6pan Adriznto
NIP 196211071998031001
Tembusan
Gubemur Provinsi DK Jakarta
Wakil Gubernur Provinsi DK| Jakarts
Sekretaris Daerah Provinsi DK Jakarta
Asisten Kesra Sekda Provinsi DKl Jakarta
Inspektur Provinsi DEI Jakarta
¥epala BPFTSP Provinsi DK| Jakaria
Kepala Bire Dikmental Setda Provinsi DK! Jakarta
Wakil Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DK Jakarta
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9. Ketua BAP-S/M Pravinsi DKI Jakaula

10. Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi DK| Jakarta

11. Para Kepala Bidang pada Dinas Pendidikan Provinsi DK Jakarta

12. Para kepala Sudin Pendidikan Wilayah | dan Wilayah Il Kota Administrasi di Provinsi

DKl Jakarta
13. Kepala sudin Pendidikan Kab. Administrasi Kep. Seribu
1£. Para Kepala Seksi Dinas Pendidikan Kecamatan di Previnsi ORI Jakarta
15 Para Pengawas 8D, SMP, SMA, SMK dan PLE Provinsi DK Jakarta
16. Para Penilik PAUDNI| Provinsi DKI Jakarta.
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